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BUPATI LUMAJANG
PROVINSL JAWA TIMUIR

PRRATURAN BUPATI] LUMAJANC
NOMOR i TAHUN 2080

TEMNTANC

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANGO PENIABARAN PERUBAHAN
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANCGARAN 20720

DENCOAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA LEA
FLUPATT LUMAJANCE

bahwa untule melaksanalan katentuen  Perjanjian Hibah Doerah

Menimbang : n,
antara Pemerintah Pusat melalul Kementerlan Keuangan dengan
Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : PHD-340/ME.7 /DTK.03/
2020 tentang Hibah Parlwloata Tuhun Anggaran 2020 tanggsl 2
Navem bar 2020
b, hahwa untul menyesuallkon perubakion harga satuan, nomenldatur

dan kode rekening beberapn Botuan Kerla Peranphkatl Daerah, mala
Peraturan  Bupntl Lumejang Nemer 65 Tahun 2020 tentang
Penjnbaran Perubahon Angpgaran Pendapatan dan Belan)a Daerah

Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;

bahwe  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
1 lurul o dan hurafl b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
' Perubahan Atas Peraturan Bupatl Lumajang Nomoer 65 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020,

. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahar
Daernh Kabupaten 1 Djawa Timur (Lembaran Negara Republil
Tahur 1950 Nemor 10, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesin Nomor 9)  sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilaya
Kotapraja Surabayn dan Daerah Tingkat 11 Surabaya Denga
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentar
Pembentulcan  Daerah:Daerah  Kota Besar Dalam  Lingkunge
Propinel Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawn Baral dan Daeri
Iatimewn Jogyulrta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi
19685 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Penyelenggarn

Negara yang Beralh dan Debas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotis

(Lembnran Negara Republile Indonesia Tahun 1999 Nomor -

Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indoneain Nomor 3851},

3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg
(Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286},

4, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahnar
Negara (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2004 Nomc

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republile Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang FPerimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Léembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422},

8. Undang-1'ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398}

9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
93 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

10, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman  Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran MNegara

Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor
Informasi Keuangdn Daerah (Lembaran

Pemerintah Nomor

Peraturan
Informasi Keuangan Daerah (Lemb

indonesia Nomor 5155);

13, Peraturan Pemerintah
Keuangan can Kinerja
Republilk Indonesia Tahu |
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan pemerintah  Nomor
Penyelenggaraan Pcmerin!;mhan (B
Keterangan Pertanggungjawaban  Kep
perwakilan Rakyat Daerah, dan Inform
Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

56 Tahun 2005 tentang Sistem
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
aran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
mstanhsi Pemerintah (Lembaran Negara
n 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

4 Tahun 2007 tentang Laporan
aerah Kepada Pemerintah, Laporan
ala Daerah Kepada Dewan
asi Laporan Penyelenggarasn

Kepada Masyarakat (Lembaran Negard
19, Tambahan Lembaran
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Indenesia Nomor 5165},
16, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranghkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzsh Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemennizh
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
17. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambshan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

22, Peraturan Menteri Keuangan Nomor @ 19/PMK.07/2020 teniang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
dan Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2020 dalam Rangka
Penanggulungan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007

Nomor 01);
94 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah (Lembaran
Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
96, Peraturan Daerah IKabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020
 {entang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
| Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 7);
27, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 lentang
Penjabaran Peribahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahur
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. PERATURAN BUFATI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERAT
BUPATI LUMAJANG NOMOR 65 TAHUN' 2020 TENyrﬁg

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN P
ENDAPATA
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ey

Pasal ]
Beberapa ketentuan dalam PFeraturan Bupati Lumajang Nomor 65
Tahun EGIEEI tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2020 Nomor 63), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran FPendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, terdiri dari
1, Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 280.977.944 540,86
b, Dana Perimbangan Rp 1.292.726.757.634,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 527.162.173.395,00
yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp 2.100.866.875.569,86
2, Belanja .
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawal Rp 743.580.746.750,21
2, Belanja Hibah Rp 127.793.251.752,00
3. Belanja Bantuan Sosial Rp 6£2.078.956.767,00
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Rp 0,00

Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
5. Belanja Bantuan Rp 333.325.365.265,00
Keuangan lcepada
Provinsi/Kabupaten/ Kota/
Pemerintahan Desa dan
Partai Politik

6. Belanja Tidal Terduga Rp 34.447.496.044,00
Jumlah Belanja Tidak Rp 1.301.225.816.578,21
Langsung

h. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawal Rp 47.773.333.988,99

5 Belanja Barang dan Jasa Rp 627.727.315.666,84

3 Belanja Modal Tanah Rp 766.852.900,00

4. Belanja Modul Peralatan Rp £7.241.813.130,00
den Mesin

5. Belanja Modal Gedung dan Rp n15.005.497.778,43
Bangunan

6, Belanja Modal Jalan, Rp 106.919.970.137,0C
Irigasi dan Jaringan

7. Belanja Modal Aset Tetap Rp 6.158.067.026,0
Lainnya

8. Belanja Modal Aset Rp 4,537.745.900,0
5y 887.120.596.527 2

Jumlah Belanja Langsung Rp




3, Pembiayaan
a, Penerimaain Rp

B88.479,537.535,61

b. Pengeluaran Hp (000,000,000 00
¢. Jumlah Pembinyaan Netto Rp B7.479.537.535,01
Rp 0 00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenann

2. Ketentuan Pasal 2 tetap, beberapa ketentuan dalam Lampiran
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini, dengan rincian sebagai berikut
a, Lampiran] : Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

b. LampiranIl : Penjabaran Perubahan Anggaran
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang
mengalarmi pcru_ﬁmhan.

Pendapatan

Pasal Il

Peraturan Buapati in1 mulal berlaku pada tanggal diundangkan

grang  dapat mengetahuinya, memenntahkan

Agar setiap
atannya dalam

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp
Berita Daerah Kabupaten Lamajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal '» November 2020

BUPATI LUMAJANG,

“H THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal |3 November 2020

NTP.19690507 198903 1 004

N LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR

BERITA DAERAH KAB UPATE
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